ABSTRAK

Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan variabel penting dalam
negara hukum yang dapat diwujudkan melalui kemerdekaan hakim konstitusi
dalam memutus perkara. Untuk mewujudkan independensi Mahkamah Konstitusi,
maka diperlukan hakim konstitusi yang berintegritas dan menjunjung tinggi asas
imparsialitas. Namun demikian, hal tersebut seringkali terhambat oleh mekanisme
rekrutmen hakim konstitusi yang didalamnya terdapat kepentingan politik
lembaga pengusul yakni Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Lembaga pengusul seringkali memilih hakim konstitusi yang didasarkan
pada subjektivitas tanpa adanya proses rekrutmen yang objektif, transparan, dan
akuntabel akibat tidak adanya kewajiban standarisasi rekrutmen hakim konstitusi
pada setiap lembaga pengusul.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memberikan
solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, digunakan pula pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat permasalahan pola rekrutmen
hakim konstitusi yang berimplikasi pada independensi peradilan.

Dengan demikian penulis menyarankan implementasi mekanisme
standarisasi tahapan seleksi hakim konstitusi melalui pembentukan panitia seleksi
pada masing-masing lembaga pengusul. Panitia seleksi tersebut berperan dalam
penyelenggaraan seleksi hakim konstitusi secara akuntabel dan transparan untuk
mendapatkan beberapa calon hakim konstitusi yang akan diserahkan kepada
lembaga pengusul. Selain berfungsi meminimalisir subjektivitas pemilihan hakim
konstitusi, pembentukan panitia seleksi dan standarisasi tahapan seleksi menjadi
penting untuk mendorong terbentuknya hakim konstitusi berintegritas dapat
mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial
Conduct sebagai standar kode etik hakim dunia.
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